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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 22 Tahun 2023 Tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pernilihan Umum
Kabupaten/ Kota, dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dibentuk satuan tugas penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
satuan unit kerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang
Pembentukan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intem Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran; Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran; Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245); Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014
tanggal 26 Mei 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di
LingkunganKomisi Pemilihan Umum; Surat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Sistem



CATATAN :

Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu
Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 22 Tahun 2023 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 22 Tahun
2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat, menetapkan sebagi berikut : Pembentukan Satuan Tugas
Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 2 halaman



